BABII
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Penelitian Sebelumnya
Penelitian ini merupakan penelitian yang sudah pernah diteliti peneliti
lain pada awalnya. Akan tetapi fokus dari penelitian ini berbeda satu sama lain.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

1. Ulya Qonita dengan judul “Sikap Politik Kiai dan Implikasinya terhadap
Pilihan Politik Santri Kaliwungu Dalam Pilkada Kendal” tahun 2005
(Skripsi)®. Dalam penelitian ini ada dua hal penting yang peneliti temukan
yaitu: pertama, Relasi antara kiai dan santri masih bercorak paternalistik
membuat santri mengikuti kehendak kiai dalam segala hal termasuk dalam
dunia politik tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu baik buruknya.
Kedua, Implikasi sikap politik kiai terhadap pilihan politik santri di
Kaliwungu dalam pilkada Kendal tahun 2005 masih sangat kuat. Kuatnya
kultur hubungan paternalistik antara kiai dan santri yang direproduksi lewat
sistem sosial dan pendidikan pesantren bisa ditunjuk sebagai sebab yang
memunculkan kepatuhan dan kesetiaaan santri terhadap pilihan politik kiai.

2. Imron Arifin dan Muhammad Slamet dengan judul “Kepemimpinan Kiai

dalam Perubahan Manajemen Pondok Pesantren: Kasus Ponpes Tebuireng

onlya Qonita, “Sikap Politik Kiai dan Implikasinya terhadap Pilihan Politik Santri Kaliwungu Dalam
Pilkada Kendal” (Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari’ah TAIN Walisongo Semarang,
2005), hal 94
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Jombang” buku diterbitkan CV. Aditya Media tahun 2010 di Yogyakarta®'.
Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, peran kepemimpinan kiai Yusuf
Hasyim adalah sebagai peletak dasar perubahan dan peran kiai Salahuddin
berfungsi sebagai inspirator, motivator, komunikator dan dinamisator.
Sedangkan tipologi kepemimpinan kiai Yusuf Hasyim adalah rasional-
tradisional dan pola politician dan tipologi kepemimpinan kiai Salahuddin
adalah kharismatik-rasional-manajerial dan pola values based juggler.
Kedua, perubahan manajemen di Pondok Pesantren Tebuireng meliputi
nidang pendidikan, bidang kesantrian, bidang peningkatan Sumber Daya
Manusia, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan bidang
hubungan Masyarakat. Ketiga, faktor penghambat Pondok Pesantren
Tebuireng adalah kemampuan SDM yang belum mampu mengimbangi
pembangunan fisik terutama sektor pembangunan dan pendukung perubahan
manajemen Pondok Pesantren Tebuireng adalah penciptaan iklim kerja yang
kondusif, dukungan keluarga besar Bani Hasyim dan peran serta pihak luar
sebagai agen eksternal.

3. Kunti Zakiyah dengan judul “Tipologi Relasi Kiai dan Santri (Persepsi

Santri terhadap Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren Pancasila

? Imron Arifin dan Muhammad Slamet, Kepemimpinan Kiai dalam Perubahan Manajemen Pondok
Pesantren: Kasus Ponpes Tebuireng Jombang, (Yogyakarta: CV. Aditya Media, 2010), hal 132-13
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Blotongan Sidorejo Salatiga)” tahun 2012 (Skripsi)*®. Dalam penelitian ini
ada beberapa hal penting terkait relasi kiai dan santri yaitu: pertama, tipologi
relasi kiai dan santri di Pondok PesantrenPancasila, Blotongan, Sidorejo,
Salatiga, tahun 2012 merupakan hubungan kiai dan santri yang diwarnai
kepercayaan dan wibawa. Kedua, Persepsi santri terhadap kepemimpinan
kiai di Pondok PesantrenPancasila, Blotongan, Sidorejo, Salatiga Tahun
2012 adalah kepemimpinan kharismatik karena dikagumi oleh banyak santri-
santri (pengikut). Kekaguman tersebut disebabkan oleh karakteristik kiai
yang khas (daya tariknya yang sangat memikat).

4. Fauzi Abdillah dengan judul “Profil Budaya Politik Kaum Santri, study di
Pesantren Al-Falak Pagentongan Loji Kota Bogor” tahun 2013 (Jurnal)®.
Dalam penelitian ini, ada beberapa hal penting yang peneliti temukan yaitu:
pertama, Orientasi politik kaum santri termasuk pada budaya politik
partisipan. Hal tersebut diindikasikan oleh peran serta santri dalam hal
politik yang cukup besar. Khususnya di Pesantren Al-Falak yang
membuktikan bahwa tidak sedikit dari santrinya yang terjun langsung pada
politik praktis. Kedua, asas keagamaan dalam berpolitik, santri berperan
sebagai mobilize massa. Aktifitas Politik Santri jika berkenaan dengan

pembahasan aktifitas politik kaum santri, terutama yang masih aktif

* Kunti Zakiyah, Tipologi Relasi Kiai dan Santri (Persepsi Santri terhadap kepemimpinan Kiai di
Pondok Pesantren Pancasila Blotongan Sidorejo Salatiga, (Skripsi Jurusan Tarbiyah Program Studi
Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012, hal 117-118

» Fauzi Abdillah, Profil Budaya Politik Kaum Santri, Study di Pesantren Al-Falak Pagentongan Loji
Kota Bogor, Jurnal tahun 2013.
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mengikuti kegiatan pesantren. Peneliti nilai bahwa santri yang masih aktif
tersebut kurang terlihat adanya aktifitas tersebut. Dikarenakan terkendala
oleh aktifitas rutin sebagai seorang santri maupun sebagai seorang siswa dan
faktor umur yang belum memenuhi persyaratan.

5. Afdolu Nasikin dan H. M. Turhan Yani, yang berjudul “Kepemimpinan Kiai
dan Partisipasi Politik Santri di PP. Al-Ishlah Prambon Tertipologing Soko
Tuban” tahun 2014 (Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 2
Volume 1)**. Dalam penelitian ini ada beberapa poin penting yaitu: Pertama,
KH. Mushlih Abdurrohman merupakan figur sentral yang sangat dihormati
oleh para santrinya. Rasa hormat Santri terhadap kiai sangat kental dirasakan
di Pesantren Al- Ishlah, dimana para santri menganggap bahwa kiai adalah
seorang yang mempunyai barokah, maka mereka dengan senang hati
mengikuti apa yang diperintahkan oleh kiainya. Kedua, posisi kiai sebagai
Patron dengan kepemimpinannya mampu mempengaruhi santri (client)
untuk berpartisipasi dalam pemilithan umum. Melihat partisipasi politik
santri di Pondok Pesantren Al-Ishlah adalah partisipasi politik Pasif, yaitu
hanya berpartisipasi mengikuti Pemilihan Umum. Minimnya pengetahuan
politik dan faktor lingkungan keberadaannya di pesantren yang padat dengan
kegiatan pesantren, membuat mereka menjadi pasif dalam berpartisipasi

Politik. Ketiga, budaya politik yang terjadi di Pesantren Al-Ishlah cenderung

** Afdolu Nasikin dan H. M. Turhan Yani, Kepemimpinan Kiai dan Partisipasi Politik Santri di PP.
Al-Ishlah Prambon Tertipologing Soko Tuban” , (Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 2
Volume 1), 2014.
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Budaya Politik Kaula, karena mereka memiliki orientasi terhadap sistem
politik, namun itu hanya bersifat masukan, karena mereka tidak bisa berbuat
apa-apa dengan keadaannya di dalam Pesantren.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti. Letak yang
paling mendasar yaitu fokus penelitian tersebut lebih pada budaya dan partisipasi
santri sedangkan penelitian ini lebih kepada kepemimpinan kiai terhadap
penggunaan hak pilih santri. Lebih khususnya adalah perilaku pemilih santri
Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam pemilihan presiden 2014.

. Kajian Konseptual
1. Kiai dan Politik
a. Definisi kiai dan tipologi kiai
Secara etimologi istilah kiai menurut Manfret Ziemek bukan berasal dari
bahasa Arab melainkan dari bahasa Jawa. Kata kiai memiliki definisi yang
majemuk yaitu : 1) Sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama
Islam), 2) Sebutan bagi guru ilmu gaib (dukun dan sebagainya), 3) Kepada
distrik (di Kalimantan Selatan), 4) Sebutan yang mengawali nama benda yang
dianggap berbuah (senjata, gamelan, dan sebagainya), dan 5) Sebutan samaran
untuk harimau (jika orang melewati hutan). Bahkan di daerah Jawa, perkataan
kiai dipakai dalam bahasa Jawa untuk tiga jenis gelar, yakni : gelar
kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, misalkan Kiai
Garuda Kencana, dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Keraton

Yogyakarta, Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya, Gelar
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yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang
memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab islam
klasik kepada para santrinya®.

Sedangkan secara terminologi kiai menurut Manfred Ziemek adalah
pendiri dan pemimpin sebuah pesantren yang sebagai muslim “terpelajar”
telah membaktikan hidupnya “demi Allah” serta menyebarluaskan dan
mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan
Islam.”® Kiai juga merupakan seseorang yang mengajarkan pengetahuan
agama dengan cara berceramah dan menyampaikan fatwa agama kepada
masyarakat luas.”’ Sedangkan tipologi kiai menurut Imam Suprayogo sebagai
berikut™®:

1) Kiai spiritual

Kiai spiritual adalah pengasuh Pondok Pesantren yang lebih menekankan
pada upaya mendekatkan diri pada Tuhan lewat amalan tertentu atau dengan
kata lain lebih condong kepada akhirat. Kiai yang masuk kategori spiritual ini
bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: pertama, kiai religius (melakukan
pendekatan kepada Tuhan dengan menekankan pada ajaran agama dan

tasawuf). Kedua, kiai mistis (kiai spiritual yang melakukan pendekatan

> Afdolu Nasikin dan H. M. Turhan Yani, Kepemimpinan Kiai dan Partisipasi Politik Santri di PP. Al-
ishlah Prambon Tertipologing Soko Tuban: Kajian Moral dan Kewarganegaraan , Nomor 2 Volume |
Tahun 2014, hal 95

% Manfred Ziemek. Pesantren dalam Perubahan Sosial (Jakarta: P3M. 1986), hal 131

" Sukamto. Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren, (Jakarta: IKAPI, 1999), hal 85

% Imam Suprayogo, Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai, (Malang: UIN Malang Press,
2009), hal 199-120
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dengan olah kanuragan). Ketiga, kiai medis (kiai spiritual yang melakukan
pendekatan dengan menggunakan pengetahuanya mengobati orang lain).
2) Kiai advokatif

Kiai advokatif yaitu kiai yang mengasuh Pondok Pesantrenyang selain
aktif mengajar santri dan jamaahnya juga memperhatikan persoalan-persoalan
yang dihadapi masyarakat dan senantiasa mencari jalan keluarnya.
3) Kiai politik

Kiai politik adalah pengasuh Pondok Pesantren yang senantiasa perduli
pada organisasi politik dan juga pada kekuasaan. Kiai yang masuk kategori ini
bisa dibedakan menjadi dua: pertama, kiai politik adaptif (kiai yang bersedia
menyesuaikan diri dengan pemerintah). Kedua, kiai politik mitra kritis (kiai
yang berafiliasi politik ke partai).
b. Definisi Politik

Secara etiomologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani. Sedangkan
dalam bahasa Inggris, politic berarti ilmu yang mengatur ketatanegaraan.
Pemikiran mengenai politik di dunia Barat banyak dipengaruhi oleh Filsuf
Yunani Kuno abad ke-5 sebelum Masehi. Plato dan Aristoteles menganggap
politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik.
Pandangan normatid ini berlangsung sampai abad ke-19. Dewasa ini, definisi
politik yang sangat normatif itu telah terdesak oleh definisi lain yang lebih
menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik seperti

kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai dan sebagainya.
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Menurut Peter Merlk, politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha
mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Sedangkan politik
yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan
untuk kepentingan diri sendiri®’.

Pada umumnya, politik adalah usaha untuk menetukan peraturan-
peraturan yang dapat diterima, baik oleh sebagian besar warga untuk
membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan
hakikat dari politik itu sendiri secara sederhana didefinisikan sebagai segala
hal-ikhwal yang berkaitan dengan atau menyangkut kekuasaan®”.

Sedangkan menurut Surbakti menyatakan 5 pandangan mengenai
politik yaitu®':

1. Politik adalah wusaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk
membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.

2. Politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara
dan pemerintahan.

3. Politik sebagai segala kegiatan untuk mencari dan mempertahankan
kekuasaan dalam masyarakat.

4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan kebijakan

umum.

* Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 14-16
3 May Rudi, Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaan, (Bandung, PT Refika
Aditama, 2009), hal 29

3! Imam Suprayogo, kiai dan politik... hal 44
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5. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan

sumber-sumber yang dianggap penting.

Sesuai dengan beberapa varian politik di atas, politik yang dimaksud
dalam penelitian ini menggunakan pandangan kedua dan ketiga yaitu politik
adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan
pemerintahan dan politik sebagai segala kegiatan untuk mencari dan

mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.

¢. Keterlibatan Kiai dalam Politik

Keterlibatan kiai dalam permainan politik sudah ada sejak zaman pra-
kemerdekaan. Jika pada zaman pra-kemerdekaan mereka meneriakkan
kemerdekaan melalui pesantren (pendidikan), lobi kultural dan perang
melawan penjajahan, maka, pasca-kemerdekaan mereka terjun ke dunia
politik melalui partai politik. Hal ini dapat dilihat pada pemilu pertama tahun
1955 sampai pemilu tahun 2004 yang lalu. Panggung politik nasional selalu
diramaikan dengan para kiai yang masuk dalam partai politik. Hal ini tentunya
semakin menambah meriah pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Lebih
lanjut, kharisma kiai selalu dapat menarik simpati konstituen, karena mereka
dianggap orang suci dan doanya selalu makbul (diterima) oleh Tuhan.

Menurut Bambang Purwoko, setidaknya ada tiga periode pentas politik
elit agama (kiai) dalam percaturan perpolitikan Nasional. Pertama, periode

1945 sampai dengan periode tahun 1965, ketika para politisi dengan basis
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agama masih bisa berkiprah secara relatif bebas dalam perpolitikan Nasional.
Dalam periode ini para elit agama (kiai) yang menjadi politisi selanjutnya
disebut sebagai politisi Islam yang bisa menjadi pelaku aktif atau subyek dari
permainan politik Indonesia. Kedua, masa-masa dimana politisi Islam lebih
berperan sebagai obyek yang dibelenggu oleh sistem maupun rezim
pemerintahan otoriter Orde Baru yang menganggap kekuatan Islam sebagai
musuh besar negara. Ketiga, periode antara tahun 1998-2006 yang ditandai
dengan kembalinya kebebasan untuk mengekspresikan hak-hak politik warga
negara termasuk ekspresi politik para elit Islam™.

Dalam kurun waktu yang cukup pendek sejak tahun 1998 kita telah
menyaksikan sedemikian banyak peristiwa politik yang melibatkan para
politisi Islam dari berbagai jenis massa. Selama periode ketiga ini pula kita
menyaksikan perilaku dan wajah politik yang ternyata tidak tunggal, ada yang
bopeng tetapi banyak juga yang mulus.

Sedangkan bentuk keterlibatan kiai dalam politik bisa bersifat ekspresif
atau instrumental dan juga bisa lewat high politics atau low politics. Artikulasi
politik ekspresif artinya apabila aktivitas yang diambil kiai cenderung
mengeksploitasi dan memanipulasi simbol keagamaan maupun penggalangan
massa seperti istighasah dan sema’an Al-Qur’an. Sedangkan artikulasi

instrumental adalah artikulasi politik yang lebih menekankan efektivitas untuk

32 Rudi Subiyakto, Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara
tahun 2006): Jurnal Ilmu Politik dan I[lmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011, hal 46
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mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik secara langsung.
Adapun yang dimaksud high politics adalah politik yang luhur dan berdimensi
moral etis. Sebaliknya, low politics adalah politik yang terlalu praktis dan
seringkali cenderung nista®”.

Bentuk keterlibatan kiai ini secara mencolok terjadi setelah tahun 1970-
an. Sebelum itu para kiai pada umumnya berada pada posisi homogen yaitu
berada pada organisasi sosial atau politik yang memiliki ciri khas keagamaan.
Keterlibatan para kiai dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung
tidak bisa dihindarkan, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat
memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di
tingkat daerah. Dengan kemampuannya bisa menciptakan kondisi politik yang
kondusif dimana peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan rakyat
yang partisipatif. Keterlibatan dalam penggalangan massa misalnya, mereka
mempunyai kemampuan masing—masing.

Dari pemaparan di atas menunjukan bahwa, keragaman atau kompleksitas
kiai dalam berpolitik tidaklah tunggal, artinya kiai tidak hanya menjadi tokoh
atau panutan dalam hal agama saja, melainkan juga mempunyai peran yang

cukup signifikan dalam perkembangan politik di Indonesia.

3 Imam Suprayogo, kiai dan politik...hal 47



30

2. Kepemimpinan Kiai

a. Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan sebuah proses mempengaruhi serta
mengarahkan para pegawai dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan
kepada mereka. Menurut Stone, Freeman dan Gilbert dalam bukunya Ricky
W. Griffin menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah the process of direction
and influencing the task-related activities of group members (proses
mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam berbagai aktivitas yang
dilakukan). Sedangkan Griffin (2000), mendefinisikan kepemimpinan menjadi
2 konsep yaitu sebagai sebuah proses (proses dimana para pemimpin
menggunakan pengaruh untuk menjelaskan tujuan organisasi terhadap
bawahannya serta memberikan arahan atau motivasi untuk mencapainya) dan
atribut (kumpulan karekteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin agar
diterima oleh mereka yang dipimpin)’*.

Sedangkan Muhammad As-Suwaidan mengatakan bahwa sama sekali
tidak ada definisi kepemimpinan yang disepakti, baik dari kalangan Barat
ataupun Ulama. Akan tetapi banyak sarjana yang mendefinisikan

kepemimpinan sebagaimana yang tertulis dalam bukunya Sugeng Haryanto®”:

3 Ricky W. Griffin, Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal 68

3 Sugeng Haryanto, Seri disertasi “Persepsi Santri terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai Di Pondok
Pesantren : Studi Interaksionisme Simbolik Di Pondok Pesantren Sidogiri-Pasuruan”, (Pasuruan:
Kementerian Agama RI, 2012), hal 56-58
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1) Gibson dan kawan-kawannya sebagaimana dikutip Hadari Nawawi,
kepemimpinan adalah upaya menggunakan berbagai jenis pengaruh
yang bukan paksaan untuk memotovikasi anggota organisasi untuk
mencapai tujuan tertentu.

2) Dubin dalam Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam mengatakan kepemimpinan terkait dengan penggunaan wewenang
dan pembuatan keputusan.

3) Bass dan Stogdill menyimpulkan bahwa terdapat hampir sama
banyaknya dengan definisi tentang kepemimpinan dengan jumlah orang
yang telah mencoba mendefinisikannya. Mereka menyatakan bahwa
kepemimpinan sebagai konsep Manajemen dapat dirumuskan dalam
berbagai macam definisi tergantung dari titik mana pemikirannya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah proses
yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai
sebuah tujuan tertentu. Sedangkan kepemimpinan yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah kepemimpinan kiai dalam Pesantren Zainul Hasan
Genggong.

b. Tipologi Kepemimpinan

Tipologi kepemimpinan diartikan sebagai perilaku yang dipilih atau

digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan
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perilaku para anggota organisasi atau bawahannya. Adapun tipologi

kepemimpinan yang diakui keberadaannya yaitu*®:

1) Tipologi kepemimpinan Otoriter
Para pemimpin Otoriter memusatkan kuasa dan pengambilan kepuasan

bagi dirinya sendiri. Pemimpin tipologi ini berwenang penuh dan memikul

tanggung jawab sepenuhnya. Ada Dbeberapa karateristik tipologi
kepemimpinan Otoriter’’:

a. Kecenderungan memperlakukan para bawahan sama dengan alat dalam
organisasi seperti mesin dan kurang menghargai harkat dan martabat
mereka.

b. Mengutamakan orientasi pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa
mengaitkan pelaksanaan tugas dengan kepentingan dan kebutuhan
bawahannya.

c. Mengabaikan peranan para bawahan dalam proses pengambilan
keputusan.

d. Kesediaan anggota organisas bekerja keras didasari oleh perasaan takut
dan tertekan sehingga suasana kerja terasa kaku dan tegang.

2) Tipologi kepemimpinan Demokratis
Menurut Kartono dalam bukunya Imron Arifin dan Muhammad Slamet

menyatakan bahwa tipologi kepemimpinan ini adalah tipologi yang

* Ibid, hal 61-66
37 Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal 32
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menitikberatkan masalah aktivitas setiap anggota kelompok juga para
pemimpinnya, yang semuanya terlibat aktif dalam penentuan sikap,
pembuatan rencana-rencana pembuatan keputusan penerapan disiplin kerja
yang ditanamkan secara sukarela oleh kelompok dalam suasana
demokratis™®.

Adapun karakteristik kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut:
dalam proses pergerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa
manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia, selalu berusaha
mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan
dan tujuan pribadi dari pada bawahannya, senang menerima saran, pendapat
bahkan kritik dari bawahan, selalu berusaha menjadikan bawahannya sukses
dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin™.

3) Tipologi Kepemimpinan Laissez Faire®

Tipologi kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipologi
kepemimpinan otokrasi. Dalam tipologi ini perilaku kepemimpinan adalah
kompromi. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol atau lambang

organisasi. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan

kepada semua anggota organisasi dalam memberikan kebebasan kepada

¥ Imron Arifin dan Muhammad Slamet, Kepemimpinan Kiai dalam Perubahan Manajemen Pondok

Pesantren: Kasus Ponpes Tebuireng Jombang, (Yogyakarta: CV. Aditya Media, 2010), hal 45

*Citra Leoni Tumbol, dkk, Tipologi Kepemimpinan Otokratis, Demokratis Dan Laissez Faire

Terhadap Peningkatan Prestasi Kerja Karyawan Pada Kpp Pratama Manado: Jurnal EMBA 39 vol.2

2}0.1 maret 2014, (fakultas ekonomi dan bisnis, jurusan manajemen Universitas Sam Ratulangi), hal 40
Ibid, hal 67
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semua anggotanya dalam menetapkan keputusan serta pelaksanaanya
menurut kehendak masing-masing. Kepemimpinan ini disebut juga
kepemimpinan bebas kendali.
4) Tipologi Kepemimpinan Paternalistik
Dalam tipologi kepemimpinan ini, pemimpin perannya diwanai oleh
sikap kebapak-bapakan dalam arti bersifat melindungi, mengayomi dan
menolong anggota organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan ini banyak
terdapat pada masyarakat yang tradisional umumnya dimasyarakat yang
Agraris. Ciri-ciri sifat kepemimpinan ini menurut Kartono dalam bukunya
Imron Arifin dan Muhammad Slamet yaitu‘”:
1. Mereka menganggap bawahannya belum dewasa sehingga butuh untuk
dikembangkan.
2. Mereka bersikap terlalu melindungi.
3. Mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk
mengambil keputusan.
4. Mereka hampir tidak pernah memberi kesempatan kepada bawahannya
untuk berinisiatif.
5. Mereka hampir tidak pernah memberi kesempatan kepada bawahannya
untuk berimajinasi dan berkreatifitas.

6. Selalu maha tahu dan maha benar.

*! Imron Arifin dan Muhammad Slamet, Kepemimpinan Kiai...hal 43
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5) Tipologi Kepemimpinan Situsional

Kepemimpinan ini menekankan bahwa pemimpin yang cocok untuk
menjadi pemimpin pada keadaan tertentu dan belum cocok untuk menjadi
pemimpin pada keadaan tertentu. Respon atau reaksi yang timbul berfokus
pada pendapat bahwa dalam menghadapi situasi diperlukan tipologi
kepemimpinan yang berbeda-beda pula. Di samping itu, karena tipologi
kepemimpinan harus sesuai dengan situasi yang dihadapi seorang pemimpin
maka teori ini disebut juga pendekatan atau teori situasional.
6) Tipologi Kepemimpinan Transformasional

Tipologi kepemimpinan transformasional adalah tipologi kepemimpinan
yang pemimpinnya memberikan inspirasi pengikutnya untuk bertindak
melebihi kepentingan mereka demi kebaikan organisasi dan mempunyai
dampak yang dalam dan luar biasa pada pengikutnya. Salah satu tokoh yang
memperkenalkan kepemimpinan ini adalah Jack Welch*. Kepemimpinan ini
lebih dari sekedar kepemimpinan kharisma.

Menurut Yukl kepemimpinan transformasional memiliki beberapa
perilaku:
a. Pengaruh ideal (perilaku yang membangkitkan emosi dan identifikasi

yang kuat dari pengikut terhadap pemimpin).
b. Pertimbangan individual (pemberian dukungan, dorongan dan pelatihan

bagi pengikutnya).

* Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen.....hal 274
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Motivasi inspirasional (penyampaian misi yang menarik dengan
menggunakan simbol untuk menfokuskan upaya bawahan dan membuat
perilaku model yang tepat).

Stimulasi intelektual (perilaku yang meningkatkan kesadaran pengikut
akan permasalahan yang mempengaruhi pengikut untuk memandang

masalah dari perspektif baru)

Sedangkan menurut Beare, Caldwell dan Milikan ada beberapa

Karekteristik pemimpin transformatif atau transformasional yaitu™:

1))

2)

3)

4)

5)

7)

Memiliki kapasitas bekerjasama dengan orang lain dalam merumuskan
visi lembaga.

Memiliki jati diri yang mewarnai tindakan perilakunya serta mampu
berkomunikasi dengan baik dalam menumbuhkan komitmen dikalangan
staf, murid dan lainnnya.

Menampilkan beberapa corak kepemimpinan secara teknis, humanistik,
edukastif, simbolik dan kultural.

Mengikuti isu dan trend, ancaman dan peluang dalam lingkungan
pendidikan.

Melibakan staf dalam pembuatan keputusan.

Tipologi Kepemimpinan Transaksional

# Sulthon Masyhut dan Moh. Husnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta: Diva Pustaka,
2005), hal 41-42



37

Tipologi kepemimpinan transaksional adalah tipologi kepemimpinan
yang pemimpinnya membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju
sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas peran dan persyaratan tugas.
Tipologi hubungan yang dikembangkan adalah didasarkan suatu sistem
timbal balik yang sangat menguntungkan yaitu pemimpin memahami
kebutuhan dasar para pengikutnya dan menemukan penyelesaian atas cara
kerja para pengikutnya.

Jadi, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tipologi
kepemimpinan merupakan cara yang digunakan seorang pemimpin dalam
mempengaruhi seseorang. Ada beberapa tipologi kepemimpinan dalam hal
ini yaitu tipologi kepemimpinan otoriter, demokratis, laiseez faire,
patrenalistik, situsional, transformasional dan traksaksional. Akan tetapi
tipologi kepemimpinan yang digunakan dalam penelitian ini hanya beberapa
tipologi yaitu tipologi kepemimpinan otoriter’!, demokratis, paternalistik*’,
kharismatik, legal-rasional dan tradisional*®..
¢. Kepemimpinan Kiai

Dalam Pondok Pesantren, keberadaan kiai merupakan salah satu elemen

penting dalam menggerakkan aktivitas di Pondok Pesantren. Dalam

* Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal 32

* Imron Arifin dan Muhammad Slamet, Kepemimpinan Kiai dalam Perubahan Manajemen Pondok
Pesantren: Kasus Ponpes Tebuireng Jombang, (Yogyakarta: CV. Aditya Media, 2010), hal 43-45

e Yogi Suprayogo Sugandi, Administrasi Publik: Konsep Dan Perkembangan Ilmu di Indonesia,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 157



38

pembahasan tentang kepemimpinan kiai, Ustman (1996) melihat kiai dalam

3 dimensi yaitu®’:

1))

2)

Dimensi Legitimasi

Yang dimaksud dengan dimensi legitimasi ini adalah melihat posisi
pemimpin dari aspek legalitas. Dari dimensi ini muncul pemimpin
formal yang dikukuhkan berdasarkan ketentuan resmi dan pemimpin
informal yang ditetapkan berdasarkan pengakuan adat dan kebiasan.
Dimensi pengaruh

Yang dimaksud dimensi pengaruh ini adalah melihat luas ajang atau
kiprah pemimpin. Pemimpin bisa berpengaruh dalam beberapa bidang
sekaligus atau bersifat polymorphic. Akan tetapi pemimpin juga bisa
berpengaruh pada satu bidang saja atau bersifat monomorphic. Dimensi
pengaruh ini lazimnya berkaitan dengan struktur kekuasaan yang
berkembang dalam masyarakat. Kepemimpinan monomorphic lebih
banyak berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berstruktur
kekuasaan  pluralistik  (majemuk). Sedangkan  kepemimpinan
polymorphic lebih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat yang

berstruktur monolitik.

*" Imam Suprayogo, Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai, (Malang: UIN-Malang Press,

2007), hal 36
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3) Dimensi visibilitas
Yang dimaksud dimensi visibilitas ini adalah melihat derajat pengakuan
baik dari massa yang dipimpinnnya mupun pemimpin lainnya.
Pemimpin ini digolongkan sebagai visible leader apabila didukung
massa sekaligus diakui oleh pemimpin lainnya. Akan tetapi apabila
pemimpin itu hanya didukung oleh massa dan tidak diakui oleh
pemimpin lainnya maka lazimnya dikategorikan sebagai symbolic
leader. Sebaliknya, apabila pemimpin tidak banyak memperoleh
dukungan massa tetapi sebenarnya diakui oleh pemimpin lainnya, maka
lazimnya dikategorikan sebagai conceled leader (pemimpin

tersembunyi).

Dari 3 dimensi kepemimpinan kiai di atas dapat disimpulkan bahwa
kepemimpinan kiai pada dasarkan dapat dilihat dari peran dan posisi kiai
tersebut. Sedangkan di Indonesia peran kiai cukup berpengaruh dalam
kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Kiai adalah
tokoh yang mempunyai posisi yang strategis dan sentral dalam masyarakat.
Posisi mereka itu terkait dengan kedudukannya sebagai orang terdidik dan
kaya dalam masyarakat. Sebagai orang terdidik kiai memberikan
pengetahuan Islam kepada para santri. Pesantren sebagai lembaga
pendidikan Islam tradisional adalah sarana penting untuk melakukan transfer

pengetahuan terhadap para santri. Dengan kekayaan yang dimilikinya kiai
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menjadi patron kepada siapa santri bergantung. Posisi sentral kiai dapat
dilihat dalam tipologi patronase ini, terutama jika tipologi ini

menghubungkan dan mengikat kiai dengan para santri atau siswanya™.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kiai
dalam pesantren menjadi elemen penting dalam menggerakkan aktivitas
pesantren. Bahkan berkembangnya peran sosial politik kiai saat ini

menjadikan kiai sebagai kiai spiritual, advokatif dan politik.

3. Hak Pilih

a. Definisi Hak Pilih

Hak pilih adalah hak untuk memberi suara dalam masalah politik
khususnya hak atau kekuasaan untuk berperan serta dalam memilih atau
menolak rencana undang-undang®. Menurut Kamus Lengkap Bahasa
Indonesia kata penggunaan diartikan sebagai cara menggunakan sesuatu’’.
Jadi penggunaan hak pilih adalah sebuah cara untuk memberikan suara dalam
pemilihan atau memberikan hak suara dalam masalah politik khusunya
berperan untuk memilih atau menolaknya®. Sedangkan Menurut Ramlan

Subakti, perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang

* Afdolu Nasikin dan H. M. Turhan Yani, Kepemimpinan Kiai dan Partisipasi Politik Santri di PP.
Al-Ishlah Prambon Tertipologing Soko Tuban, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 2
Volume 1 2014

* http://www.kamusbesar.com/50935/hak-memilih, diakses 10 September 2014

%0 Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Sinar
Terang, t.t), hal 269

! Ibid, hal 272
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berkaiatan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau
tidak memilih dalam pemilihan umum®. Jadi, dari dua definisi antara perilaku
pemilih dan penggunaan hak pilih memiliki makna yang sama yaitu cara atau
aktivitas dalam memberikan suara dalam pemilihan. Keputusan dalam
memberikan dukungan atau suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat
loyalitas yang cukup tinggi kepada calon pemimpin dan partai atau calon
pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang
telah mereka berikan.

b. Tipologi Perilaku Pemilih

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para
kontestan untuk mereka pengaruhi dan meyakinkan agar memberi dukungan
dan memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih
dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya.
Konstituen sendiri merupakan kelompok masyarakat yang merasa diwakili
oleh ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik
seperti partai politik. Dengan kata lain, partai politik harus memiliki basis
pendukung yang memiliki kesamaan ideologi dan tujuan politik. Kelompok
pendukung atau konstituen ini secara jelas mendefinisikan keterikatan mereka

dengan partai politik tertentu™.

52 Ramlan Subakti, Partai, Pemilih dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal 170
33 Firmansyah, Marketing Politik antara Pemahaman Dan Realitas, (Jakarta: Yayasan Obor Indoesia,
2007), hal 87
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Untuk menjelaskan karakteristik pemilih sebenarnya telah menjadi
diskusi dan analisis para politikus maupun kalangan akademisi. Semenjak
Downs (1957) mempublikasikan bukunya yang berjudul 4n Economi Theory
Of Democracy semua sadar bahwa keputusan memilih (to vote) berbeda
secara signifikan dengan keputusaan ekonomi dan komersial pada umumnya.
Keputusan memilih selama pemilithan umum dapat dianalogikan sebagai
perilaku pembelian dalam dunia bisnis dan komersial. Keputusan yang salah
dalam pemilu tidak memiliki efek langsung terhadap pengambilan keputusan

kecuali dalam jumlah besar™.

Perilaku pemilih dalam pemilu juga dianalisis oleh Schumpeter (1966).
Menurutnya, pemilih mendapatkan informasi politik dalam jumlah besar dan
beragam seringkali berasal dari berbagai macam sumber yang sangat
memungkinkan bersifat kontradiktif. Sementara Brennan dan Lomasky (1977)
dan Fiorina (1976) menyatakan bahwa keputusan memilih selama pemilu
adalah perilaku ekspresif. Perilaku ini tidak jauh berbeda dengan perilaku
supporter yang memberikan dukungannya pada sebuah tim sepakbola.
Menurut mereka perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh loyalitas dan

ideologi.

> 1bid, hal 89
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Untuk lebih memperjelas pemahaman tentang tipologi perilaku pemilih

yaitu ada empat yaitu:

1) Pemilih Rasional
Pemilih ini lebih berorientasi kepada kemampuan Partai Politik atau calon
peserta pemilu dengan program kerjanya. Pemilih Rasional memiliki ciri
khas yang tidak mementingkan ikatan ideologi pada suatu partai politik
atau suatu kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah
apa yang bisa dibuat oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu.

2) Pemilih Kritis
Jenis pemilih kritis ini ada 2 hal yaitu: pertama, pemilih ini menjadikan
nilai ideologi sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau
kontestan mana mereka akan memihak dan mereka akan mengkritisi yang
akan atau telah dilakukan. Kedua, pemilih tertarik lebih dulu kepada
program kerja sebuah partai atau kontestan kemudian mencoba
memahami kebijakan tersebut. Pemilih Kritis ini artinya mereka selalu
menganalisis kaitan antara sistem ideologi dengan kebijakan yang dibuat.

3) Pemilih Tradisional
Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak
terlalu melihat kebijakan politik atau kontestaan sebagai suatu hal yang

penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih ini lebih menekankan

> Ibid, hal 120-124
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pada kedekatan social-budaya, nilai, asal usul, paham dan agama sebagai
ukuran untuk memilih sebuah partai atau kontestan pemilu. Pemilih jenis
ini juga sangat mudah dimobilisasi dalam kampanye.
4) Pemilih Skeptis
Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi yang cukup tinggi dengan
sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Pemilih ini juga tidak
menjadikan sebuah kebijakan sebagai suatu hal yang penting. Pemilih
jenis ini berkeyakinan bahwa siapapun pemenang dalam pemilu hasilnya
sama saja tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terbagi bagi
kondisi daerah atau Negara
¢. Faktor yang menentukan pilihan politik
Perilaku politik dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan yaitu
pendekatan sosiologis dan psikologis. Berdasarkan pendekatan sosiologis,
pilihan politik seseorang sedikit banyak ditentukan oleh sejauh mana orientasi
politik individu terhadap sistem politik secara keseluruhan termasuk
didalamnya partai politik, aktor dan elit politik. Asumsi pendekatan budaya
politik dan pendekatan sosiologis menyatakan bahwa orientasi seseorang
terbentuk melalui keanggotaan diberbagai tipe kelompok sosial. Luas
sempitnya orientasi dan pemahaman seseorang ditentukan oleh ruang lingkup
dari kelompok sosial dan keagamaan yang dimasukinya.
Sedangkan pendekatan psikologis lebih melihat faktor kekuatan dari

dalam diri individu sebagai faktor yang menentukan pilihan politik. Kekuatan
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psikis tersebut terefleksikan ke dalam sikap-sikap dan kepribadian yang
dibentuk melalui proses sosialisasi. Terlepas dari beberapa pendekatan
tersebut, Bambang Cipto menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan
pemilih dapat diperkirakan menurut tolak ukur tradisional yang meliputi 3
aspek yaitu’:

1) Party Identification (Identitas partai yang berkaitan dengan loyalitas dari
massa suatu partai). Semakin tinggi identitas partai akan semakin
menjamin loyalitas massa partai. Sebaliknya semakin rendah identifikasi
partai akan semakin rendah pula loyalitas massanya. Loyalitas massa
pendukung partai akan berpengaruh terhadap kemenangan partai dalam
pemilu. Olah karena itu, setiap partai akan mengupayakan tetap
terjaminnya partai sekalipun dengan menggunakan politik uang.

2) Issue of candidate and party (Isu-isu di seputar kandidat dari suatu partai
maupun isu-isu di seputar partai tersebutyang diusung kandidat).

3) Candidate’s (party elite’s) personality, style. And performance
(Kepribadian, tipologi hidup dan pemforma partai ataupun kandidat
partai).

4. Teori Otoritas kepemimpinan Max Weber
Max Weber merupakan ahli sosiologi Jerman pada abad 19

mengemukakan tentang konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang

¢ M Khoirul Anwar dan Vina Salviana D.S., Perilaku Partai Politik: Studi Perilaku Politik dalam
Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004, (Malang: UMM Press, 2006), hal 27-30
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rasional dan professional dalam bukunya “The Theory of social economic
organization 1974.The Free Press, New York”. Pemikiran Weber didorong
keinginannya menciptakan organisasi modern yang bisa digunakan
pemerintah menjalankan modernisasi dan pembangunan. Dalam pembahasan
ini, Max Weber mengasumsikan tiga tipe otoritas yaitu®':

1. Tipe otoritas Kharismatik

Dalam tipe ini orang bersedia untuk mentaati atau mematuhi sebuah
kepemimpinan tertentu atas dasar keyakinan akan wibawa yang dimiliki
seorang pemimpin. Kharisma ini diyakini bersumber dari kekuatan yang
sakral, maka tidak sembarang orang dapat mendapatkannya. Seseorang
yang memiliki hal tersebut dianggap sebagai pertanda bahwa dia telah
memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin mereka. kepemimpinan ini
dibangun atas landasan keyakinan orang akan kesakralan sang pemimpin
yang tidak boleh dipertanyakan.

Salah satu kesakralan yang diyakini adalah kemampuan sang
pemimpin untuk mengetahui segala-galanya atas perikehidupan dari
mereka yang dipimpin dan karena maha tahu maka sang pemimpin
merupakan pembimbing mereka menuju kesurga bersama. Konsekuensi
dari tipe otoritas ini adalah mereka yang dipimpin mudah sekali kehilangan

arah tujuan kehidupan manakala pemimpin mereka sudah tidak ada

Yogi Suprayogo Sugandi, Administrasi Publik: Konsep Dan Perkembangan Ilmu di Indonesia,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 157
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diantara mereka. disisi lain, ketergantungan tehadap pemimpin juga
menjadikan kemampuan menentukan arah tujuan hidupanya tidak
berkembang dalam diri pengikutnya.

2. Tipe otoritas Tradisional®®

Tipe otoritas yang kedua ini, ketaatan dan kepatuhan seseorang
didasarkan pada adat istiadat yang telah dijalankan secara generasi dari
generasi ke generasi. Kesetiaan pada adat kebiasaan menjadi nilai yang
diutamakan. Pemimpin mendapatkan legitimasinya sebagai seorang
pemimpin karena perannya penerus tradisi. Dalam hal ini, pemimpin
berkewajiban untuk mengembangkan kualitas dirinya karena keharusan
untuk memberikan arahan dan jawaban bagi persoalan yang dialami
pengikutnya.

Dalam tipe ini juga, pemimpin tidak harus menjadi mahatahu karena
ada adat tradisi yang menjadi landasan bagi arah gerak aktivitas yang harus
dijalankan. Tatanan lama yang telah mapan menjadi dasar patokan
penilaian tepat atau tidak tepatnya sebuah tindakan. Sebagai
konsekuensinya, tidak mudah untuk melakukan sebuah perubahan social

dalam tatanan yang sedemikian karena kesetian pada tradisi menjadi

keutamaan.

*¥ Yogi Suprayogo Sugandi, Administrasi Publik...hal 159
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3. Tipe otoritas Legal-rasional

Dalam tipe ketiga ini, kepatuhan dan kesediaan didasarkan pada aturan
yang disusun berdasarkan prinsip dan cara rasional. Dalam hal ini, hukum
yang dibentuk secara tertulis dan pertimbangan rasional menjadi landasan
ketaatan. Dengan kata lain, hukumlah yang menjadi alat penyelaras dari
seluruh gerak langkah guna mencapai tujuan bersama. Ini berarti
masyarakat harus dididik untuk menjadi masyarakat yang rasional agar bisa
menginternalisasikan hukum dan membentuk perilaku dan karakter sesuai
hukum. Sehingga keselarasan antar gerak langkah seluruh elemen
masyarakat tercapai dan tujuan bersama juga tercipta. Inilah yang
dimaksud dengan otoritas yang didasarkan atas aturan hukum atau otoritas
legal.

Jadi, dari ketiga otoritas di atas dapat disimpulkan bahwa otoritas
tradisional mendasarkan diri pada tipologi pengawasan dimana legitimasi
di dapatkan karena loyalitas bawahan kepada atasan. Sedangkan otoritas
kharismatik berdasarkan legitimasi diperoleh karena sifat pribadi yang luar
biasa. Sementara otoritas Legal-Rasional berdasarkan kepatuhan bawahan
didasarkan atas legalitas formal dalam yuridiksi resmi. Dari ketiga otoritas
kepemimpinan tersebut, peneliti menjadikannya sebagai landasan dalam
melihat tipologi kepemimpinan kiai dalam pesantren Zainul Hasan

Genggong. Dengan demikian, akan mempermudah dalam mengkategorikan
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kepemimpinan kiai dalam pesantren khususnya pesantren Zainul Hasan
Genggong.
5. Teori patron-client

a. Definisi Patron-Client

Secara definitif, James C. Scott menjelaskan tipologi hubungan patron-
client adalah hubungan timbal balik diantara dua orang, dapat diartikan
sebagai sebuah kasus khusus yang melibatkan perkawanan secara luas
dimana individu yang satu memiliki status sosial-ekonomi yang lebih tinggi
(patron) yang menggunakan pengaruh dan sumber-sumber yang dimilikinya
untuk menyediakan perlindungan atau keuntungan kepada individu lain yang
memiliki status lebih rendah (clienf). Dalam hal ini, client mempunyai
kewajiban membalas dengan memberikan dukungan umum dan bantuan,
termasuk jasa pribadi, kepada patron™. Merujuk pada penjelasan Scott
tersebut, peran patron dalam kehidupan kepemimpinan di Pondok
Pesantrendijalankan oleh kiai dan keluarga kiai. Sebagaimana yang
diungkapkan Dhofier bahwa kiai merupakan patron karena memiliki otoritas
dan kekuasaan mutlak dalam mewarnai Lembaga Pondok Pesantren. Dengan
otoritas dan kewenangan yang dimiliki kiai tersebut, secara normatif
menempatkan kiai dalam status paling tinggi yang ada di lingkungan

pesantren.

%% Sukamto, Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), hal 78
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b. Hubungan Patron-Client dalam Pesantren

Hubungan Patron-client ini sangat terlihat di lingkungan pesantren.
Keberadaan kiai dengan posisinya sebagai elite agama, memiliki peran khas
di Pondok Pesantrenmaupun di tengah-tengah masyarakat, yaitu sebagai
pemimpin spiritual. Hubungan antara kiai dengan santrinya bersifat
emosional, dalam jarak yang dekat, membentuk hubungan bapak-anak, di
mana pemberi dan penerima nasehat mampu membentuk ikatan yang
kukuh®.

Hubungan kiai dan santri yang diwarnai kepercayaan, wibawa, dan
kharisma merupakan nilai-nilai tradisi yang terdapat di pesantren. Nilai-nilai
yang terdapat di Pesantren menurut Sukamto mengandung tiga unsur yang
mengarah kepada terbentuknya hubungan patron-client: pertama, hubungan
patron-client mendasarkan diri pada pertukaran yang tidak seimbang, yang
mencerminkan perbedaan status. Seorang client (santri), menerima banyak
jasa dari patron (kiai) sehingga client terikat dan tergantung kepada patron.
Kedua, hubungan patron-client bersifat personal. Tipologi resiprositas yang
personal antara kiai dan santri menciptakan rasa kepercayaan dan
ketergantungan di dalam mekanisme hubungan tersebut. Hal ini dapat
dilihat dari budaya penghormatan santri ke kiai yang cenderung bersifat

kultus individu. Ketiga, hubungan patron tersebar menyeluruh, fleksibel dan

5 Afdolu Nasikin dan H. M. Turhan Yani, hal 94
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tanpa batas kurun waktunya. Hal ini dimungkinkan karena asosialisasi nilai
ketika menjadi santri berjalan bertahun-tahun® .

Hubungan patron-client ini menempatkan kiai pada kedudukan yang
tinggi, berpengaruh, dan berwibawa di hadapan santri. Memahami
hubungan patron-client pada kiai dan santri dengan menyertakan latar
suasana, waktu, dan tempatnya, merupakan proses pendidikan yang efektif,
karena keduanya berangkat dari satu titik yang sama yakni keikhlasan.
Hubungan patron-client seperti itu dengan latar sekolah modern, dan tata
nilai yang materialistik akan menempatkannya sebagai pendidikan yang
otoriter dan dogmatis. Karena itu, pendidikan yang dilakukan dengan
pendekatan itu tidaklah optimal.
c¢. Unsur-unsur Patron-Client dalam Pesantren
1) Kiai

Kiai adalah orang yang memiliki lembaga Pondok Pesantrendan
menguasai pengetahuan agama serta secara konsisten menjalankan ajaran-
ajaran agama. Kedudukan kiai di Pondok Pesantrenadalah pemimpin
tunggal, memiliki otoritas tinggi dalam menyebarkan dan mengajarkan
pengetahuan agama. Tidak ada figur lain yang dapat menandingi kekuasaan

kiai kecuali figur kiai yang lebih tinggi kharismanya. Kiai memilih posisi

6! Kunti Zakiyah, “Relasi Kiai Dan Santri (Studi Terhadap Perspektif Santri tentang Kepemimpinan
Kiai di Pondok Pesantren Pancasila, Blotongan, Sidorejo, Salatiga” (Skripsi Jurusan Tarbiyah
Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012), hal 41
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absolut, menentukan corak kepemimpinan dan perkembangan pondok
pesantren®?.

Dalam tradisi pesantren, status kiai juga dilihat dari faktor keturunan.
Kiai yang memiliki kharisma besar kelak keturunannya menduduki status
sosial hampir sama dengan kebesaran yang pernah disandang ayahnya.
Dengan otoritas tersebut kiai sering kali menjadi patron bagi santri-
santrinya.

2) Santri

Menurut Haedari dalam bukunya Nurcholis Madjid menyatakan bahwa
santri berasal dari bahasa Jawa dari kata “cantrik” yang artinya seseorang
yang mengikuti seorang guru ke mana guru ini menetap, tentunya dengan
tujuan dapat belajar darinya mengenai suatu keahlian®. Sedangkan
penggunaan istilah santri ditujukan kepada orang yang sedang menuntut
pengetahuan agama di pondok pesantren. Jadi, tidak ada santri yang tidak
memiliki kiai begitu pula sebaliknya Adapun relasi kiai dan santri dapat
dikategorikan sebagai hubungan dialektik. Yang mana hubungan dialektik
ialah hubungan dimana dua pihak saling memberi pengaruh dan akibat,
bahkan kemudian interaksi dua pihak itu membuahkan hasil yang lain dari

bentuk ke-2 tindakan dua pihak tersebut. Seseorang yang merasa terancam

62 Sukamto, Kepemimpinan Kiai...hal 88
63 Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal
20
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oleh suatu tindakan yang dilakukan oleh orang lain akan berusaha
melakukan tindakan yang membuat orang itu mengubah tindakannya®*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan hubungan kedua sangat kuat
sehingga segala tindakan kiai akan selalu dianggap benar oleh santri
sebagai wujud tawaduk dan patuh kepadanya.
3) Khaddam

Salah satu yang kurang mendapatkan perhatian para peneliti adalah
hubungan kiai dan khaddam. Istilah khaddam mempunyai arti sikap rendah
diri seorang ulama akan keterbatasan ilmu yang dimilikinya. Sedangkan
dalam istilah pondok pesantren, khaddam merupakan sesorang yang turut
membantu berbagai pekerjaan fisik di dalam keluarga kiai. Hubungan kiai
dan khaddam bersifat vertikal. Kedudukan kiai berada di posisi atas dan
khaddam berada di posisi bawah. Hubungan keduanya dapat diibaratkan
seperti hubungan majikan dan buruh meskipun berbeda karakter. Sosok
khaddam memiliki hubungan erat dengan keluarga kiai. Begitu eratnya
hubungan ini, para khaddam bekerja tidak terlepas dari kepentingan kiai.
Seorang khaddam merupakan utusan kiai yang tugasnya menyampaikan
berita atau informasi yang datang dari satu kiai ke kiai lainnya. Melihat
kedudukan khaddam yang sangat strategis dalam memikul tugas tersebut,

maka statusnya adalah sebagai orang kepercayaan kiai.

% Abdul Munir Mulkhan, Moral Politik Santri-Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas, ( Jakarta:
Erlangga, 2003), hal 299
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Dengan demikian, hubungan khaddam dan kiai menempatkan posisi
khaddam sebagai client dan posisi kiai sebagai patron yang secara sepihak
memberikan perintah kepada khaddam® .

4) Guru/Ustadz

Dalam masyarakat desa, sebutan ustadz ditujukan kepada mereka yang
memiliki keahlian di bidang agama dan mengajar Al-Qur’an kepada anak-
anak desa di masjid atau musholla. Seorang ustadz juga mengajarkan
tentang ilmu agama, menjadi imam shalat dan diminta membaca doa dalam
acara tasyakuran. Sedangkan istilah ustadz lebih khusus lagi berlaku di
Pondok Pesantren dengan sebutan sebagai ahli ilmu agama yang dipercayai
kiai. Mereka membantu santri dalam memahami kitab dan membaca Al-
Quran dengan benar. Ustadz merupakan wakil kiai dalam mengajarkan
pengetahuan agama di Pondok Pesantren jika kiai tidak dapat melakukan
tugas dan kewajibannya®.

Dengan demikian, dalam kehidupan Pondok Pesantren kedudukan kiai
menjaga kesinambungan tradisi di Pondok Pesantren makin kuat
pengaruhnya manakala ada dukungan dari para ustadz. Fungsi seorang
ustadz di Pondok Pesantren adalah menyampaikan pesan-pesan kiai. Maka,
ustadz menjadi moderator yang menghubungkan antara kiai dengan santri

atau bahkan dalam kehidupan masyarakat luas. Tugas dan pekerjaan ustadz

5 1bid, hal 114-122
% Ibid, hal 124
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inilah yang tampak memperkuat atau menjabarkan maksud yang terkadang
dalam perkataan dan fatwa yang tidak dimengerti santri. Ketika santri
menanyakan tentang tindakan kiai maka para ustadz akan berusaha
menjelaskan  sebaik-baiknya. Variabel loyalitas ustadz sebenarnya
merupakan bentuk kongkret dari sikap tawaduk dan patuh yang menjadi
kebiasaan santri.

Di Pondok Pesantren juga dikenal istilah guru, namun memiliki
pengertian yang berbeda dengan isttilah ustadz. Para santri menyebut guru
karena mereka biasanya mengajar di sekolah umum. Dalam pondok
pesantren, ada dua macam status guru yaitu: pertama, guru tetap yaitu guru
yang sistem pengangkatannya dan penggajiannya didasarkan pada
kebijakan pondok pesantren. Kedua, guru berstatus negeri diperbantukan di
sekolah umum dan sistem penggajiannya ditetapkan oleh pemerintah.
Dilihat dari sudut pandang kekuasaan, guru tetap memiliki ketergantungan
kuat pada kepemimpinan kiai. Berikut ilustrasi hubungan antara unsur

pendukung kekuasaan kiai dalam mengembangkan ikatan sosial budaya®’:

Kiai

Santri Khaddam Guru/Ustad

57 Ibid, hal 131
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C. Kerangka Berpikir

Tabel 2.1
Kerangka Berpikir

Kiai dan Politik

|

Tipologi Kepemimpinan Kiai Perilaku Memilih Santri:
dalam Pesantren: )

1. Tradisional L. Rasmpal

2. Kharismatik > 2. Sk?ptls

3. Legal-rasional 3. Kiritis

4. Oftoriter 4. Tradisional

5. Demokratis

6. Paternalistik

\4

Karakteristik Responden:

1. Usia Responden
2. Jabatan di pesantren
3. Lama di Pesantren

D. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam
bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan
baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta
empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban
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yang empirik.®® Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hipotesis asosiatif
yaitu jenis hipotesis yang menjelaskan hubungan antar Variabel. Sedangkan Jenis
hipotesis berdasarkan keberadaan hubungan antar variabel dibedakan menjadi
dua, yaitu:
a. Hipotesa nol (Ho), yaitu hipotesa yang menyatakan ketiadaan hubungan
antara variabel X dan Variabel Y yang sedang dioperasionalkan.
b. Hipotesa alternatif (Ha), yaitu hipotesa yang menyatakan keberadaan

hubungan antara variabel yang sedang dioperasionalkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:

a. Ho: Tidak ada Pengaruh positif yang signifikan Kepemimpinan Kiai dalam
Pesantren terhadap Penggunaan Hak Pilih Santri Pesantren Zainul Hasan
Genggong Probolinggo dalam Pemilihan Presiden 2014

b. Ha: Ada Pengaruh positif yang signifikan Kepemimpinan Kiai dalam
Pesantren terhadap Penggunaan Hak Pilih Santri Pesantren Zainul Hasan

Genggong Probolinggo dalam Pemilihan Presiden 2014.

% Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes), (Bandung: Alfafabeta, 2010), hal 223



